
GUBERNUR LAIVIPUNG

XEPUTUSAN GUBER"ITUR LII}IPUNG
rfouoR tGt 79 lB.o7t,giw2o2s

TENTANG

PENETAPA"IT I(EBUTTIHAN JABATAN FUNGSIONAL
ENTO}IOLOG XESEHATAN PEilERINTAII I(ESEHATAIT PROVINSI L/TUPUI{G

GUBERIIUR LAIIIPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagu.naan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tenlang
Pedoman Analisis Jabatan dan Ana.lisis Beban Kerja dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

B/604 1 / M.SM .Ol.OO I 2024, hal Persetujuan Kebutuhar
28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi La.mpung, tanggal 17 Desember 2024, perlu
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Entomolog
Kesehatan Pemerintah Provinsi La.mpung dengan
Keputusan Gubernur l,ampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahtn 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2O20;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O11
tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2Ol1
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;



Memperhatikan

KESATU

1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

Il. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 202I
tentang Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor I Tahun 2024;

1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PT.O 1.O2lF.Vl I 2893 I 2024, hal Rekomendasi
Jabatan Fungsional, tanggal 19 Juli2O24;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/6041/M.SM.OI.OOl2024, hal Persetujuan
Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember
2024;

MEMUTUSKAN:

IGPI,TIISAI{ GI'MTI'R IUYIf,Irc ENEjIAPAI| I{E8['II'IIAI|
JABATAN I.I'KISOIIAL EINOUOIIX} XESEHATIN
PDDTERIMATI PROVIilg II[Pt'!(i.
Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Entomolog
Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian
kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Entomolog
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di
bidang Iielembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
dalam- rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas'

KEDUA

Menetapkan



KETIGA

-J-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini alan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal Z- Z - 2025

PJ. GTTBERIflTR

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi l,ampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN I :

RINCIAIT KEBUTTIHAIT JABATAI{ FUITGSIOITAL
ENTO}IOLC'G IIESEHATAN PEMERINTAII PROVINSI UTMPUNG

NO NAIIA JABATAN KEBUTUHAN

1

Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 5 Orang
Entomolog Kesehatan Ahli Muda 5 Orang
Entomolog Kesehatan Ahli Madya 4 Orang
Unit Pelaksana Tekals Daerah Bdai Laboratorlum
Keechatan Pa& Diaas Kesehatan Provinei Lampuag
Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 1 Orang
Entomolog Kesehatan Ahli Muda 1 Orang
Entomolog Kesehatan Ahli Madya 1 Orang

Jumlah 17 Orang

Pj

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G/ /B.o7lHKl2o2s
TANGGAL : 2025

Dinas Kesehatan Provlnsl Lampung

2



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNURLAMPUNG
NoMoR : Gl lB.o7lHKl2o2s

2025TANGGAL :

2.1 PETA JABATAIT NII|GSIOIYAL ENTOUOLOG TESEEATAIT
DII|AS KTSEEATAIT PROVNFI LAUPI'ilG

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jabaten E\rngalonal
Kebutuhaaltlama Jabatan

5 OrangEntomolog Kesehatan
Ahli Pertama

5 OrangEntomolog Kesehatan
Ahli Muda
Entomolog Kesehatan
Ahli Madya

4 Orang

BIDANG

SEKRBTARIAT
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2.2 PEjiIA JABAT/II TUITGSIONAL IITTOUOI-G KESEEATAIT
IIT{IT PEL,AKSIANA TEI(NIS DAERAII BAL/U L/IBORAITORII'U KESEIIATAN
PADA DINAS KESEHAT/Til PROVNTSI L/TIPUI{G

PJ.G LI\MPUNG

KEPALq, DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Laboratorium Ke sehatan

Kelompok Jabaten Fungslonal
Nama Jabatan Kebutuhan

1 OrangEntomolog Kesehatan
Ahli Pertama

1 OrangEntomolog Kesehatan
Ahli Muda

1 OrangEntomolog Kesehatan
Ahli Madya

Sub Bagian/Seksi


